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Abstrak  
Kebutuhan manusia atas barang-barang yang tergolong ke dalam jenis Barang Beracun dan 
Berbahaya (B3), dewasa ini makin meningkat, terutama untuk kebutuhan pertanian. Tempat 
konsumen memiliki jarak dengan produsen B3 sehingga harus dilakukan pengangkutan. 
Produsen harus membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk mengangkut 
B3 dengan aman hingga sampai konsumen. Salah satu perjanjian pengangkutan B3 dengan  
Nomor 096/I/PTD/2013 antara PT Petrosida Gresik dan PT Yasida Makmur Abadi telah menarik 
perhatian penulis, sehingga menjadi bahan kajian dalam Jurnal Ilmiah ini. Kajian difokuskan 
terhadap keabsahan obyek perjanjian pengangkutan B3 tersebut, apakah telah memenuhi syarat 
obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan bagaimanakah klausula 
tanggung gugat diatur dalam perjanjian tersebut, termasuk terhadap pihak ketiga yang dirugikan, 
apabila terjadi kecelakaan, mengingat sidat beracun dan berbahayanya B3 tersebut. 
 
Kata kunci: Barang Beracun dan Berbahaya (B3), sahnya pengangkutan B3 dan klausula  
tanggung gugat. 
 
 
Abstract 
 
Human need over Toxic and Hazardous Goods (THG) today is increasing, especially for 
agricultural needs. The distance between the manufacturer and the consumers make the need to 
transport the THG. Manufacturers must make arrangements with the transportation party to 
safely transport the THG to the consumer. One of the THG transport agreement is No. 096 / I / 
PTD / 2013 between PT Petrosida Gresik and PT Makmur Abadi Yasida has attracted the 
attention of the author, so that agreement becomes the subject of study in this Scientific Journals. 
Study focused on the validity of the agreement of the THG transportation, whether has met the 
objective requirements as stipulated in article 1320 of the Civil Code and how accountability 
clause stipulated in the agreement, including the injured third party, in the event of an accident, 
given how toxic and dangerous the THG. 
 
 
Key word: Toxic and Dangerous Goods (THG), THG validity of transport and accountability 
clause. 
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Pendahuluan 
Pada era global dewasa ini kebutuhan manusia atas berbagai macam barang untuk  
pemenuhan hidup dan kelangsungan hidupnya, makin meningkat, baik barang-barang 
biasa maupun Barang Beracun dan Berbahaya (B3). Pestisida, pupuk dan barang kimia 
lainnya, yang termasuk dalam kriteria B3,   dalam jumlah tertentu, sangat dibutuhkan 
untuk menyuburkan tanaman, maupun untuk membunuh serangga atau hewan 
pengganggu pertanian.    
B3 adalah barang yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 
manusia serta mahluk hidup lainnya (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya). 
    Dengan karakteristik tersebut di atas, pada dasarnya B3 adalah terlarang untuk 
diedarkan, kecuali dengan memenuhi persyaratan tertentu.  Hal ini tercermin dengan 
diterbitkannya PP Nomor 74 Tahun 2001 tersebut di atas yang dimaksudkan untuk 
mengatur pengelolaan B3, agar potensi beracun dan berbahayanya barang-barang tersebut 
tidak sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 
hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.    
Untuk sampai ke tangan petani, B3 perlu diangkut dari tempat produksi sampai rumah 
petani. Lalu lintas pengangkutan B3 di Indonesia memiliki frekuensi yang tinggi, karena 
jumlah produsen dan importer pestisida mencapai tidak kurang dari 50 perusahaan 
dengan produksi yang harus diangkut atau didistribusikan setiap hari ke seluruh pelosok 
tanah air mencapai lebih dari 100.000 ton per tahun.  Pengangkutan tersebut dapat terjadi 
dengan menempuh jarak ratusan kilometer dan melalui kawasan padat penduduk, 
sehingga membawa potensi risiko yang besar. Besarnya kuantum B3 yang harus 
didistribusikan pada satu sisi, dan di sisi lain kondisi lalu lintas jalan yang semakin padat 
pada akhir-akhir ini sebagai akibat pertambahan kendaraan bermotor yang cepat, tentu  
berakibat meningkatnya  risiko kecelakaan yang semakin tinggi dan dapat menimbulkan 
gangguan terhadap manusia dan lingkungan hidup karena tumpahan B3. 
Perjanjian pengangkutan memegang peranan yang sangat penting dalam 
kelancaran perdagangan, namun motivasi akan keuntungan juga mewarnai pula 
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pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perjanjian pengangkutan, 
terutama apabila terjadi kecelakaan.   
 Sebagai syarat sahnya perjanjian, diatur dalam pasal 1320 yang menyatakan untuk 
sahnya suatu perjanjian diperlukan: (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) 
kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab 
yang halal. 
KUH  Perdata mengatur pula hal-hal yang dapat menyebabkan kebatalan atau 
pembatalan suatu perjanjian, serta asas-asas yang berlaku universal seperti 
konsensualitas, kebebasan berkontrak, pakta sunt servanda, proporsionalitas dan lain-
lain.    
Perjanjian pengangkutan B3 pada umumnya, memiliki risiko terhadap pembatalan 
atau kebatalan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maupun asas-asas perjanjian yang 
terkait.  Dalam perjanjian pengangkutan pestisida, dimana obyek perjanjiannya terkait 
dengan bahan beracun dan berbahaya,  maka syarat-syarat  obyektif  perjanjian yaitu 
mengenai sesuatu hal tertentu dan sebab yang halal (syarat 3 dan 4 Pasal 1320 KUH 
Perdata) perlu mendapat perhatian yang mendalam, disamping syarat-syarat lain maupun 
asas-asas perjanjian pada umumnya. Hal ini sangat menentukan, karena tidak 
terpenuhinya syarat 3 dan / atau syarat 4 tersebut, dapat menyebabkan perjanjian batal 
demi hukum.   
Apabila terjadi kecelakaan, tidak hanya wanprestasi saja yang harus diatur, namun 
juga adanya kemungkinan tumpahan B3 tersebut dapat mengenai dan merugikan atau 
bahkan mengancam keselamatan pihak ketiga dan  kerusakan lingkungan.   
 Pengaturan tanggung gugat kepada pihak ketiga dan kerusakan lingkungan dalam 
perjanjian pengangkutan B3, dapat berupa gugatan tanggung jawab produk maupun  
perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). Semua bentuk tanggung gugat ini 
dapat dimasukkan ke dalam klausula perjanjian pengangkutan yang dibuat antara 
produsen sebagai pengirim dan pengangkut. Perjanjian adalah berlaku sebagai undang 
undang bagi para pihak (asas kepribadian) sebagaimana amanat Pasal 1338 KUH Perdata.     
  Studi kasus yang diangkat dalam jurnal ini adalah suatu Perjanjian Pengangkutan  
antara PT Petrokimia Gresik dengan PT Yasida Makmur Abadi, dengan Nomor 
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1096/I/PTS/2013 tentang pengangkutan pestisida, pupuk dan bahan kimia lainnya. 
Menurut klausula pada perjanjian tersebut, hanya diatur bahwa yang bertanggung jawab 
atas kerugian apabila terjadi kecelakaan hanya pihak kedua sebagi pengangkut, terhadap 
kerugian pihak pertama sebagai pengirim sekaligus sebagai produsen pestisida, pupuk 
dan bahan kimia lainnya yang tergolong dalam B3. Jelas klausula tanggung gugat  
tersebut kurang adil, terutama juga terhadap pihak ketiga yang mendapat dampak 
kerugian. 
 
Masalah hukum:  
1. Apakah obyek perjanjian pengangkutan Nomor 096/I/PTSD/2013 tentang B3 
(Barang  Beracun dan Berbahaya) antara PT. Petrosida Gresik dan PT. Yasida 
Makmur Abadi,  telah memenuhi syarat obyektif sebagaimana pasal 1320 KUH 
Perdata? 
2. Siapakah yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan dalam hal 
pengangkutan B3 yang tidak diatur dalam perjanjian No. 096/I/PTSD/2013 antara 
PT. Petrosida Gresik dengan PT. Yashida Makmur Abadi? 
Pembahasan:   
Membahas masalah hukum dalam penelitian ini, menjadi penting karena dewasa ini 
makin banyak objek pengangkutan yang menyangkut barang-barang yang tidak termasuk 
barang yang dapat diperjanjikan menurut ketentuan pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata. 
Keadaan semacam itu menimbulkan masalah mendasar, yaitu apakah perjanjian yang 
mengatur tentang barang-barang yang tidak memenuhi letentuan undang-undang tersebut, 
yaitu B3, dapat dikatakan telah memenuhi salah satu syarat objektif menurut ketentuan 
pasal 132o KUHPerdata? Untuk membahas hal ini, jelas diperlukan penelusuran regulasi 
tentang pengaturan B3, baik pengertiannya, kegunaannya, serta kriteria yang harus 
dipenuhi agar B3 dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang memenuhi syarat 
untuk diperjanjikan sesuai dengan ketentuan pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata. Selain 
itu, juga perlu dicermati, bagaimana perjanjian pengangkutan B3 mengatur tentang 
klausula tanggung gugat, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang 
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terlibat, maupun pihak ketiga yang mengalami kerugian, apabila dalam pengangkutan 
tersebut mengalami kecelakaan. 
Metode penelitian 
    Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji 
dan menganalisis peraturan perundang-undangan khususnya pada pasal 1320 KUH 
Perdata tentang syarat sah nya perjanjian, terkait dengan regulasi perundang-undangan  
mengenai B3.  Peraturan lain yang dikaji adalah mengenai tanggung gugat, terutama 
tidak hanya wanprestasi serta tanggung gugat yang lain, diantaranya gugatan tentang 
tanggung jawab produk dan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). Metode 
Penulisan Yuridis Normatif (normatief legal), disini dimaksudkan bahwa, permasalahan 
hukum dianalisis berdasarkan pada teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana 
hukum. 
Metode pendekatan
1
 yang digunakan untuk menjawab masalah hukum tersebut  
meliputi: 
 
1. Conceptual Approach 
Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari 
pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
2
 Dengan 
mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 
memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, pengaturan klausula yang 
relevan dengan isu Pengaturan Klausula tanggung gugat para pihak dalam 
kontrak pengangkutan B3 di PT petrosida Gresik. 
2. Statute Approach 
Metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dilakukan 
dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang ditangani.   Menurut Prof. Peter Mahmud
3
, metode pendekatan 
Undang-Undang dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan 
                                                          
1
 Metode Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. 
2
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005,hal.93. 
3
 Ibid, hlm 93 
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kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau  
antara regulasi dan undang-undang. Kemudian hasil dari telaah tersebut 
merupakan argumentasi dalam membuat argument maupun permasalahan yang 
dihadapi, sehingga dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara 
Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.  
 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan 
perundang-undangan yang relevan, antara lain ; (1)Kitab Undang Undang 
Hukum Perdata;  (2)Kitab Undang Undang Hukum Dagang; (3) Undang 
Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen;  (4)Undang 
Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
(5)Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas 
Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida; (6) Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 24 Tahun 2011 tentangSyarat dan Tata Cara Pendaftaran 
Pestisida; (7)Perjanjian Angkutan Pestisida antara PT Petrosida Gresik dengan 
PT Yasida Makmur Abadi. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa: (1)Penjelasan atas Undang Undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (2)Buku 
Literatur. 
 
c. Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum diperoleh antara lain dari perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya dan staf PT Petrosida Gresik, serta staf PT Yasida Makmur 
Abadi yang terkait, melalui wawancara dengan personalnya. 
 
 Teknik Memperoleh Bahan Hukum 
Bahan-bahan hukum diperloleh melalui teknik snow ball system, yaitu mempelajari 
satu bahan hukum yang dilanjutkan melihat daftar pustaka atau refernsi yang terdapat 
dalam bahan hukum tersebut.  Kemudian bahan hukum yang terdapat dalam daftar 
pustaka dari bahan hukum yang pertama tersebut dicari dan dipelajari lebih lanjut.  
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Demikian seterusnya sehingga semakin lama semakin banyak diperoleh bahan hukum 
yang relevan.  Disamping pengumpulan bahan hukum dalam bentuk tulisan tersebut di 
atas, juga dilakukan pengumpulan bahan hukum lainnya, terutama yang berupa praktek  
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten. 
 
 Teknik Analisis Bahan Hukum 
Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut 
katagori yang sesuai dengan ansur-unsur penelitian, dilakukan analisis hubungan atau 
korelasi antar unsur, dan akhirnya dilakukan pembandingan antara aspek-aspek hukum 
menurut teori (law in book) dan menurut praktek yang dilakukan (law in action).  Dari 
analisis tersebut  kemudian dapat diketahui adanya gap atau kesenjangan di antara teori 
dengan praktek hukum untuk topik yang sedang diteliti.  Adanya kesenjangan ini 
kemudian dapat digunakan untuk memberikan penilaian  bagaimana status yuridis dari 
teori dan praktek hukum tersebut, dan selanjutnya dapat dirumuskan kesimpulan hasil 
penelitian serta saran perbaikan. 
   Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa B3  sebagai suatu hal tertentu dalam 
perjanjian pengangkutan antara PT Petro Gresik dengan PT Yasida Makmur Abadi,  
memang tergolong sebagai barang beracun dan berbahaya, namun dalam jumlah tertentu, 
sangat diperlukan untuk pertanian.   
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan 
/SR.140/5/2007 tentang  Pengawasan Pestisida juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor : 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan 
penggunaan pestisida, disebutkan bahwa pestisida adalah semua zat  kimia dan bahan lain 
serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : (a) memberantas atau mencegah 
hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman,bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil 
pertanian; memberantas rerumputan; (b) mematikan daun dan mencegah pertumbuhan 
yang tidak diinginkan; (c) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau 
baginan-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; (d) memberantas atau mencegah hama-
hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; (e) memberantas atau mencegah 
binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-
alat pengangkutan; dan/atau memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat 
9 
 
 
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan 
penggunaan pada tanaman dan air. 
Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42 tahun 2007 
disebutkan bahwa berdasarkan lingkup penggunaan, pestisida dapat diklasifikasikan 
kedalam: (a) pestisida terbatas; dan (b) pestisida untuk penggunaan umum.  Lebih lanjut 
dalam  ayat (2) disebutkan bahwa kriteria pestisida terbatas adalah: (a) formulasi 
pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan 
okular), mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;  
(b) formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam 
dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) 
jam atau lebih;  (c) bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang 
biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara 
subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal 
dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya;  (d) mempunyai LC50 inhalasi 
bahan aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan; atau (e) termasuk 
dalam golongan bahan perusak lapisan ozon.  Dalam buku Pedoman Pembinaan 
Penggunaan Pestisida yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian (2011)
4
, disebutkan 
adanya dampak negatif pestisida, antara lain: keracunan pestisida yang digunakan secara 
kronik maupun akut; keracunan terhadap ternak dan hewan peliharaan; keracunan pada 
ikan dan biota lainnya; keracunan terhadap satwa liar; keracunan terhadap makanan; dan 
pencemaran lingkungan.   Pertimbangan utama lahirnya Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 42 Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam hal menimbang huruf a, adalah 
bahwa pestisida dapat memberikan manfaat bagi masyarakat namun dapat pula 
membahayakan bagi kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan 
lingkungan hidup, sehingga untuk menghindari pengaruh samping pestisida dimaksud, 
peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida perlu diawasi.   Lebih lanjut dalam 
Pasal 2 disebutkan, bahwa tujuan pengawasan pestisida untuk melindungi kesehatan dan 
keselamatan manusia, kelestarian alam dan lingkungan hidup, menjamin mutu dan 
                                                          
4
 Direktorat Pupuk dan Pestisida, Pedoman Pembinaan dan Penggunaan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011. 
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efektivitas pestisida serta memberikan perlindungan kepada produsen, pengedar dan 
pengguna pestisida. Memperhatikan begitu bahayanya dampak negatif pestisida terhadap 
manusia, mahluk hidup lainnya dan lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, maka 
pengelolaan pestisida, termasuk dalam pengangkutannya, harus dilakukan secara cermat 
dan hati-hati untuk meminimalkan risiko dampak negatifnya. Oleh karena itu, maka 
untuk mobil angkutnya, pengemudi dan pembantu pengemudi mobil angkut tersebut, 
harus mentaati peraturan yang ada. Peraturan tersebut adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ada pengaturan tentang profil mobil angkut 
yang sudah dirancang khusus,   mobil “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang 
membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut berbagai bentuk 
benda, termasuk barang beracun dan berbahaya. Juga diatur tentang kriteria mengenai 
pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut 
barang khusus (berbahaya) wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang khusus (berbahaya)  yang diangkut. Untuk sahnya perjanjian 
Nomor 096/I/PTSD/2013 antara PT Petrosida Gresik dengan PT Yasida Makmur Abadi, 
maka harus dibuktikan bahwa telah memenuhi juga ketentuan tentang mobil angkut 
barang khusus serta pengemudi dan pembantu pengemudi yang memiliki criteria khusus 
untuk mengemudikan mobil angkut barang khusus tersebut. Keterangan tentang 
ketentuan perundang-undangan  bahwa B3 dengan kegunaan yang bermanfaat, 
diantaranya untuk pertanian, telah memenuhi  syarat sebagai suatu hal tertentu menurut 
pasal 1320 KUHPerdata, serta  bukti-bukti tentang kriteria mobil pengangkut khusus 
untuk B3, serta criteria pengemudi dan pembantu pengemudi yang telah memenuhi 
ketentuan perundang-undangan ( UU Nomor 22 Tahun 2009)   tersebut, seharusnya 
dicantumkan dalam klausula, sehingga makin memperjelas semua pihak bahwa perjanjian 
pengangkutan B3 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 
KUHPerdata. 
Masalah hukum kedua yang dikritisi adalah klausula tanggung gugat yang 
tercantum dalam Perjanjian Pengangkutan Nomor 096/I/PTSD/2013 antara PT Petrosida 
Gresik dengan PT Yasida Makmur Abadi, yang tercantum pada pasal 4 ayat (9) yang 
menyatakan dalam hal PIHAK KEDUA jika terjadi kecelakaan alat transportasi sehingga 
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mengakibatkan tercemarnya lingkungan maka PIHAK KEDUA wajib membayar 
kerugian kepada PIHAK PERTAMA dan lingkungan yang terkena dampak.  
Berdasarkan Perundang-undangan dan litaratur yang penulis baca, maka untuk 
mengkritisi ketentuan klausula tanggung gugat tersebut dapat dikumukakan kerangka 
berfikir sebagai berikut: 
1. pihak kedua bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak pertama, berdasar 
ketentuan bahwa pihak kedua sebagai pengangkut telah tidak memenuhi prestasi atau  
melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat mengangkut secara aman, barang-barang (B3) 
yang menjadi kewajibannya ( pasal 1336 dan 1337 KUPerdata), hal ini sesuai dengan  
yang diperjanjikan (pasal 9 ayat (4) Pejanjian Pengangkutan Nomor 096/I/PTSD/2013),  
Seharusnya dalam perjanjian tersebut disebutkan alasan mengapa pihak kedua harus 
bertanggung jawab membayar kerugian terhadap pihak pertama, yaitu karena pihak kedua 
telah wanprestasi.     
2. pihak kedua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila ada kecelakaan 
terhadap lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pengangkutan Nomor  
096/I/PTSD/2013),  hanya  juga belum disebutkan alasannya. Seharusnya  juga  
disebutkan alasannya, yaitu karena pihak kedua telah melakukan perbuatan melanggar  
hukum. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, pihak kedua tidak hanya bertanggung        
perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan lingkungan (juga sesuai dengan pasal 
88 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup),    
Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap orang  sebagai pihak ketigag lainnya, yang  
mengalami kerugian karena sakit, cacat atau bahkan meninggal dunia. Hal ini belum  
diatur dalam klausula tanggung gugat pada Perjanjian Pengangkutan Nomor 096/I/PTSD/ 
2013, seharusnya diatur juga secara jelas. 
3. mengingat barang yang diangkut adalah barang yang diproduksi oleh produsen, yang 
kebetulan merupakan pihak pengirim atau pihak pertama dalam perjanjian pengangkutan 
tersebut, apalagi barang-barang termasuk B3 yang memiliki potensi merusak lingkungan 
atau dapat mengancam nyawa orang atau orang-orang sebagai pihak ketiga yang terkena 
tumpahan B3 karena terjadinya kecelakaan, maka produsen (pengirim) sebagai pihak 
pertama dalam perjanjian ini, juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan 
barang-barang yang diproduksinya tersebut, dengan gugatan tanggung jawab produk. 
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Pada penelitian ini, kajian tentang tanggung gugat, mencakup dua hal, yaitu: (1) tanggung 
jawab pengangkut dan (2) tanggung jawab produk. Tanggung jawab pengangkut termasuk 
pengangkut B3 tentunya, dapat meliputi prinsip tanggung gugat berdasarkan atas kesalahan 
(based on fault), pada praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab (presumption of 
liability), tanggung gugat mutlak (absolute or strict liability) dan pembatasan tanggung gugat 
(limitation of liability).      
Analisis tersebut dapat dituangkan pada gambar sbb.:        
  
       (1) Perjanjian Pengangkutan B3 
PT Petrosida Gresik    (wanprestasi)          PT Yasida Makmur 
   Abadi 
 
 
 
           (2) Gugatan Tanggung Jawab Produk  (3) Gugatan Melanggar Hukum 
      (Product Liability)       (tort - Pasal 1365,1366,1367) 
 
             
      PIHAK  KETIGA 
 
dalah ketentuan tentang wanprestasi, tanggung jawab produk dan perbuatan 
melawan hukum. Menurut hemat penulis, klausula dalam perjanjian pengangkutan 
Nomor 096/I/PTSD/2013 tersebut belum memerinci secara jeas dan lengkap tentang 
tanggung gugat yang diaturnya. 
Pada klausula yang tercantum dalam pasal 9 ayat (4) Perjanjuan Nomor 
096/I/PTSD/2013 hanya diterangkan bahwa pihak kedua bertanggung jawab atas 
kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan, terhadap pihak pertama dan pihak 
ketiga ( tercemarnya lingkungan). Seharusnya ditambahkan juga bahwa pihak kedua juga 
bertanggung jawab terhadap orang atau orang-orang yang menderita kerugian, misalnya 
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orang atau orang-orang tersebut menjadi kesakitan, cacat atau bahkan sampai meninggal 
dunia. 
 
Pada kenyataannya, ada contoh dalam perjanjian pengangkutan B3  ini sudah 
pernah mengalami kecelakaan, dan  pihak kedua sebagai pengangkut  mendapat Surat 
Penuntutan Klaim tercemarnya sungai karena kecelakaan truck yang mengangkut B3. 
Penuntutan clim atas nama masyarakat tersebut, ditanda tangani oleh Lurah Batu, 
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Pihak Pengangkut (PT Adiguna Persada) sebagai 
pihak Kedua, mengabulkan seluruh claim dengan membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh 
juta rupiah).  
Contoh kasus dimana tanggung jawab kalau ada kecelakaan hanya dibebankan 
kepada pihak kedua saja, menunjukkan ketidak adilan, sebagaimana  klausula yang 
ditetapkan pada pasal 9 ayat (4) dari Perjanjian Pengangkutan B3.  Sedangkan ketentuan 
pasal 9 ayat (4) pun juga harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan lainnya, yaitu 
ketentuan pasal 1336, 1337, 1338 ayat (3) dan pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 4 UU 
Perlindungan Konsumen, pasal 88 UU Nomor No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup,  dimana pihak pertama sebagai produsen harus ikut 
bertanggung jawab atas produknya terhadap pihak ketiga baik orang maupun lingkungan 
yang mengalami sakit, cacat atau bahkan meninggal dunia, serta lingkungan yang 
mengalami kerusakan atau  terkena dampak negatif dari barang-barang produksinya. 
Prinsip tanggung gugat yang tepat dilakukan adalah tanggung gugat berdasarkan atas 
kesalahan dan prinsip praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab, tanpa ada 
keharusan bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan ada atau tidak adanya 
perbuatan melawan hukum dari pihak pengangkut. Mengingat barang-barang yang 
diangkut adalah B3 yang memiliki potensi yang cukup tinggi dapat merusak lingkungan 
atau membahayakan orang atao orang-orang sebagai pihak ketiga yang dapat dirugikan 
apabila terjadi kecelakaan, maka tanggung gugat juga didasarkan pada tanggung jawab 
produk (product liability). 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah penulis tarik beberapa kesimpulan, sebagai 
beikut:   
1. Bahwa dengan dukungan beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya adalah 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1332 dan 1333; Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 24/Permentan/SR.140/5/ 2007 tentang Pengawasan Pestisida juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan 
Penggunaan Pestisida; UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), terutama pasal-pasal 86,87 
dan 88), dapat dibuktikan   bahwa objek perjanjian pengangkutan B3 (Barang Beracun 
dan Berbahaya) antara PT Petrosid Gresik dengan PT Yasida Makmur Abadi, memenuhi 
syarat objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian 
tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.  
2.  Siapakah yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan dalam hal pengangkutan 
B3 yang tidak diatur dalam Perjanjian Nomor 096/I/PTSD/2013 antara PT Petrosida 
Gresik dengan PT  Yasida Makmur Abadi? 
Klausula mengenai tanggung gugat sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (4 ) yang  
menyatakan: “Dalam hal PIHAK KEDUA jika terjadi kecelakaan alat transportasi 
sehingga mengakibatkan tercemarnya lingkungan maka PIHAK KEDUA wajib 
membayar kerugian kepada PIHAK PERTAMA dan lingkungan yang terkena dampak”. 
Dari ketentuan klausula tanggung gugat ini, yang diatur dalam Perjanjian Pengangkutan 
B3 ada dua poin, yaitu bahwa apabila terjadi kecelakaan, maka (a) pihak kedua 
merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap Pihak Pertama, (berdasar dalil 
wanprestasi), sehingga pihak Kedua harus membayar ganti kerugian kepada pihak 
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pertama. Poin yang kedua, apabila terjadi  kecelakaan maka (b) pihak kedua merupakan 
pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga (masyarakat atau 
lingkungan yang tercemar B3).  
Kalusula ini kurang adil, maka berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan, 
diantaranya adalah KUH Perdata, khususnya pasal 1338 ayat (3), pasal 1339 dan pasal 4 
UU Perlindungan Konsumen, maka pihak pertama juga harus bertanggung jawab 
terhadap pihak ketiga yang mendapat kerugian dari dampak negatif produk 
perusahaannya.  
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah: 
1.   perlu melengkapi Perjanjian Nomor 096/I/PTSD/2013 tentang Pengangkutan B3, 
antara PT Petrosida Gresik dengan PT Yasida Makmur Abadi, dengan:   
(a) keterangan bahwa  B3 juga merupakan barang perdagangan, sepanjang digunakan 
untuk meingkatkan produksi pertanian dalam arti luas, untuk memenuhi keperluan 
masyarakat;  
(b) keterangan tentang mobil angkut B3 yang digunakan, sudah dirancang sesuai dengan 
ketentuan undang-undang tentang jenis mobil khusus yang dipakai untuk mengangkut B3 
dan  
(c) Surat Keterangan Sertifikasi Khusus dari pengemudi dan pembantu Pengemudi.   
2. untuk lebih menjamin asas proporsionalitas, sesuai dengan nilai dan norma itikad baik, 
kepatutan, kebiasaan dan keadilan, maka perlu ditetapkan secara lebih rinci menganai 
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klausula tanggung gugat, apabila terjadi kecelakaan. Penulis usulkan klausula tersebut 
paling sedikit memuat tiga macam, yaitu: 
(a) tanggung gugat berdasar dalil wanprestasi, dari pihak kedua sebagai pengangkut 
terhadap pihak pertama sebagai pengirim; 
(b) berdasar dalil tanggung jawab produk, dari pihak pertama sebagai produsen terhadap 
pihak ketiga yang terkena dampat dri kecelakaan; dan 
(c) tanggung gugat berdasar dalil perbuatan melawan hukum, dari pihak kedua sebagai 
pengangkut terhadap pihak ketiga sebagai pihak yang terkena dampak/ kerugian karena 
terjadinya kecelakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
